BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Disparitas putusan perkara Nomor 117/Pid.Sus/2018/PN Kpg dan
perkara Nomor 83/Pid.Sus/2020/PN Kpg karena fakta hukum yang terjadi
dalam persidangan menjadi pertimbangan hakim dalam memformulasikan
hukuman. Dalam konteks putusan Nomor 117/Pid.Sus/2018 PN Kpg atas
terdakwa Ariyanto Ruslie yang menggunakan narkotika tujuannya adalah
untuk mencari efek memabukkan atau halusinasi dan terdakwa memakai
narkotika tersebut dengan cara terdakwa merakit alat penghisap yang terdiri
dari bong dari botol aqua sedang, sedotan dan pipa kaca. Setelah alatnya
jadi, kemudian terdakwa masukan kedalam pipa kaca, kemudian terdakwa
membakar shabu tersebut, asap dari pembakaran tersebut kemudian
terdakwa hirup. Berbeda dengan Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2020/PN Kpg
atas terdakwa Reyndhart Rossy N. Siahaan yang menggunakan narkotika
tujuannya adalah untuk mengobati sakit syaraf terjepit yang dideritanya dan
terdakwa memakai narkotika tersebut dengan cara terdakwa mengambil
daun ganja kering dengan ukuran segenggam lalu direbus dengan air sekitar
400 mililiter lalu direbus hingga airnya tersisa 200 mililiter lalu didinginkan
air rebusan tersebut, setelah itu air rebusan daun ganja disaring lalu airnya
diminum. Hakim bebas dalam membuat putusan karena hakim tidak terikat
oleh putusan yang lain dalam konteks tindak pidana yang sama, hal ini

dikarenakan KUHAP tidak mengatur pedoman yang harus diperhatikan oleh
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5.2

hakim dalam menjatuhkan pidana. Jadi, hakim murni dalam menentukan
putusan berdasarkan keyakinannya.
Saran

Diperlukan instrumen pedoman hukum yang dapat mengikat para
hakim sebagai batasan/petunjuk mengenai cara pandang tentang penilaian
terhadap suatu persoalan, dan Mahkamah Agung sebagai lembaga tertinggi
yudikatif harus memperhatikan putusan-putusan Hakim pada peradilan
tingkat pertama dan banding untuk selanjutnya dilakukan koreksi atas
putusan-putusan yan secara signifikan berpotensi menimbulkan disparitas

pemidanaan yang mencolok.
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